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I. UMUM 
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga 
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 
dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya”.  

Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara, 
namun hingga saat ini perempuan dan anak masih mengalami berbagai 
hambatan untuk memperoleh hak-haknya hampir di segala bidang 
kehidupan.  

Hal ini mempunyai dampak, perempuan dan anak sebagai 
bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku 
sekaligus pemanfaat hasil pembangunan, belum dapat memperoleh 
manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan yang setara 
dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan 
pengambilan keputusan, maupun dalam pelaksanaan pembangunan                
di semua bidang dan semua tingkatan. 

Di sisi lain, perempuan memiliki kebutuhan yang khusus 
dibandingkan lali-laki sehingga sesuai dengan kodratnya tersebut, dalam 
kondisi tertentu, Pemerintah Daerah harus dapat menjamin haknya 
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tersebut. 

Sedangkan anak, mereka adalah amanah dan karunia Tuhan 
Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat 
sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga Anak adalah sebagai 
generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran 
strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat 
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.  

Mengingat posisi dan harapan kepada Anak sebagai potensi dan 
masa depan bangsa sehingga Anak patut mendapat perhatian dari 
semua pihak agar Anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar 
serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, 
diskriminasi yang akan merusak perkembangan Anak baik fisik, mental 
maupun sosial Anak. Untuk itu Anak perlu mendapat kesempatan 
seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, 
baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia.  
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Berpangkal tolak dari hal tersebut, diperlukan suatu regulasi 
yang menjadi pedoman bagi semua pihak, khususnya Pemerintah 
Daerah dalam menjamin terselenggaranya perlindungan perempuan dan 
anak di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kewenangan yang 
dimiliki yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan, maupun peraturan perundang-undangan lain 
yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
 
Pasal 6 

Cukup jelas. 
 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
 

Pasal 11  
Cukup jelas. 

 
Pasal 12  

Cukup jelas. 
 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
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Pasal 16 
Huruf a 

 Yang dimaksud dengan “kekerasan dalam rumah tangga” 
adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 
perempuan,  yang  berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau 
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 
tangga. 

 
Huruf b 

Cukup jelas. 
 

Huruf c 
Cukup jelas. 
 

Huruf d 
Cukup jelas. 

 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

 
Pasal 21 

Cukup jelas. 
 
Pasal 22 

Cukup jelas. 
 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

 
Pasal 24 

Cukup jelas. 
 
Pasal 25 

Cukup jelas. 
 
Pasal 26 

Cukup jelas. 
 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
 
Pasal 28 

Cukup jelas. 
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Pasal 29 

Cukup jelas. 
 
Pasal 30 

Cukup jelas. 
 
Pasal 31 

Cukup jelas. 
 
Pasal 32 

Cukup jelas. 
 
Pasal 33 

Cukup jelas. 
 

Pasal 34 
Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pengurangan resiko” adalah layanan 
yang bersifat preventif yang berfokus pada pemenuhan 
kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam keluarga tertentu 
atau kelompok yang beresiko.  
 
Pengurangan resiko atau atau layanan intervensi awal ditujukan 
kepada anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rawan atau 
mengalami resiko perlakuan salah atau penelantaran.  
 
Layanan intervensi awal targetnya adalah keluarga yang telah 
melakukan perilaku yang mengandung resiko kekerasan, harus 
dicegah, agar tidak terjadi situasi yang secara nyata dapat 
menyebabkan dampak buruk terhadap Anak. 

 
Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 
Ayat (4)  

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “lingkungan pengasuhan“ adalah 
pengasuhan oleh orang tua dalam keluarga atau pengasuhan             
di luar orangtua, baik dalam  keluarga maupun lembaga 
pengasuhan. 

 
Huruf b 
 Cukup jelas. 
 
Huruf c 
 Cukup jelas. 
 

Ayat (5)  
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “keluarga dalam situasi rentan” adalah 
keluarga yang diperkirakan beresiko melakukan kekerasan, 
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eksploitasi atau penelantaran terhadap anak karena lemahnya 
kemampuan pengasuhan akibat kemiskinan, kurangnya 
kesadaran akan perlindungan anak, disharmoni hubungan 
dalam keluarga, atau sebab lain. 
 

Huruf b 
 Cukup jelas. 
 
Huruf c 
 Cukup jelas. 
 
Huruf d 
 Cukup jelas. 
 
Huruf e 
 Cukup jelas. 

 
Ayat (6) 

  Cukup jelas. 
 
Ayat (7) 

  Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 
 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

 
Pasal 37 

Ayat (1) 
Huruf a 
Penerimaan pengaduan/laporan dapat dilakukan melalui 
lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk 
melaksanakan tugas tersebut. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “tindakan penyelamatan” adalah 
tindakan memindahkan Anak dari tempat kejadian ke tempat 
yang lebih aman, baik di tempat penampungan sementara 
maupun rumah perlindungan sosial anak. 
 
Huruf c 
 Cukup jelas.  
 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “rumah perlindungan sosial anak”  
adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak 
kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari 
penampungan sementara yang berfungsi memberikan 
perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan. 
 
Huruf e 
 Cukup jelas. 
 
 



-6- 
 

 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “reintegrasi” adalah upaya menyatukan 
kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau 
lingkungan sosial lainnya yangbisa memberikan perlindungan 
bagi anak. 
 
Huruf g 
 Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
 Yang dimaksud dengan “segera” adalah 1 x 24 jam sejak 

diketahui/diterimanya laporan adanya tindakan kekerasan, 
ekploitasi, perlakukan salah dan penelantaran. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

 
Pasal 39 

Cukup jelas. 
 
Pasal 40 

  Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

 
Pasal 42 

Cukup jelas. 
 

Pasal 43 
Cukup jelas. 
 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

 
Pasal 45 

Cukup jelas. 
 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

 
Pasal 47 

Cukup jelas. 
 
Pasal 48 

Cukup jelas. 
 
Pasal 49 

Cukup jelas. 
 
Pasal 50 

Cukup jelas 
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Pasal 51 
Fasilitas khusus seperti rumah pemulihan, rumah aman, shelter, 
RPTC, dan/atau bentuk lainnya. 

 
Pasal 52 

Cukup jelas. 
 
Pasal 53 

Cukup jelas. 
 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

 
Pasal 55 

Cukup jelas. 
 
Pasal 56 

Cukup jelas. 
 
Pasal 57 

Yang dimaksud dengan “penyelenggara pendidikan” adalah 
pimpinan atau penangung jawab lembaga pendidikan baik negeri 
maupun swasta, baik pendidikan formal, informal, maupun 
nonformal. 

Yang dimaksud “tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan 
pendidikan Anak” adalah dengan diberikannya surat yang 
menyatakan Anak dikeluarkan dari sekolah beserta alasan 
sehingga dapat menimbulkan dampak tidak diterimanya Anak 
tersebut di lembaga pendidikan lainnya. 

 
Pasal 58 

Cukup jelas. 
 
Pasal 59 

Cukup jelas. 
 

Pasal 60 
Cukup jelas. 
 

Pasal 61 
Cukup jelas. 
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